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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sungai Penuh  

tentang penetapan jumlah nafkah mantan istri  dalam masa iddah di Pengadilan 

Agama Sungai Penuh Penulis memperoleh kesimpulan yaitu: 

1. Mekanisme dari penetapan putusan dari perkara nomor 

183/Pdt.G/2016/Pa.Spn dan 26/Pdt.G/2016/Pa.Spn Hakim telah melakukan 

proses persidangan sesuai dengan aturan yang berlaku dari awal Pemohon 

mendaftarkan perkara permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama  Sungai 

Penuh sampai penetapan putusan, dan mekanisme penetapan jumlah nafkah 

mantan istri oleh hakim di Pengadilan Agama Sungai Penuh sudah sesuai 

dengan ketentuan KHI yaitu mengacu kepada kemampuan suami. 

2. Dalam menetapkan standar nafkah iddah hakim melihat dari kemampuan 

suami hanya saja hakim berbeda dalam menetapkan angka nominal, 

perbedaan tersebut disebabkan karena hakim juga melihat kebutuhan istri 

serta nafkah sebelum perceraian. Dengan itulah akan ditemukan berapa nafkah 

yang harus dibebani kepada suami untuk istri dengan menggunakan ex-officio. 

3. Faktor yang Menyebabkan Hakim di Pengadilan Agama Sungai Penuh 

menetapkan jumlah nafkah mantan istri dalam masa iddah tidak sesuai dengan 

ketentuan KHI menurut penulis adalah ketika tidak ada kesepakatan antara 

penggugat dan tergugat mengenai nominal nafkah dan Gugatan Rekovensi 

yang dilakukan oleh mantan istri dianggap terlalu besar, kemudian hakim 

menetapkan nominal nafkah sesuai dengan kebiasaan sebelum perceraian 

terjadi. Disisi lain hakim menyatakan tidak bisa menetapkan nominal nafkah 

dengan kebiasaan sebelum perceraian karena sebelum perceraian kebutuhan 

keluarga untuk suami istri, sedangkan setelah perceraian kebutuhan nafkah 

hanya untuk mantan istri. 
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B. Saran 

Penulis melihat dalam penetapan nafkah ini masih banyak timbul masalah 

yang harus dibenahi, misalnya masalah ketika suami mendapat pembebanan 

nafkah yang terlalu tinggi dari batas kemampuannya yang terkadang menjadi 

kesulitan bagi suami untuk melunasinya, karena melunasi pembebanan nafkah 

tersebut menjadi salah satu syarat dalam mengucapkan ikrar talak. 

Selain itu, mengenai penetapan jumlah nafkah, sebaiknya instansi 

pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kewajiban berapa minimal nafkah 

yang harus diberikan suami kepada istri, dan tidak boleh kurang dari angka 

minimal tersebut bisa dilihat dari status pekerjaannya. Sehingga dengan itu akan 

ada standar nafkah yang akan dibebankan ketika istri yang akan ditalak oleh 

suaminya, hingga tidak ada perdebatan tentang masalah nominal angka nafkah 

untuk istri. 

 

 

 

 


